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Tesisini merupakan hasil penelitian tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase Il termasuk faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk
mengatasinya. Program ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menanggul angi
kemiskinan dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya.
Pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mampu mengatasi
permasal ahan hidup sehingga mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Sumber dana pel aksanaan PPK
Fase |1 keseluruhan berasal dari pemerintah pusat (Full Grant). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
Desa Kupu merupakan salah satu desa yang mendapatkan program ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melaui
wawancara mendalam dengan parainforman, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan
dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, FK dan FD bidang pemberdayaan,
Camat dan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran dengan jumtah 14 orang. Hasil penelitian
ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan PPK dan kerangka pemikiran tentang kemiskinan, pembangunan
sosial, pengembangan masyarakat dan peran petugas pendamping.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam PPK Fase || Tahun Ketiga
dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, tetapi belum
mencakup tahap pelestarian program. Partisipasi masyarakat mulal sejak sosialisasi program, perencanaan
kegiatan sampai pelaksanaan. Petugas yang terlibat langsung di lapangan adalah FK dan FD yang berperan
untuk melakukan pendampingan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sasaran
dan warga masyarakat.

Pelaksanaan PPK mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu pembuatan saluran Drainase
dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, serta Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Proses pemberdayaan
masyarakat terlihat sgjak dilakukannya sosialisasi program yang melibatkan masyarakat sebagai kel ompok
sasaran dengan membentuk kelompok campuran dan kelompok perempuan. Pembentukan kel ompok
dilakukan untuk mempermudah penggalian gagasan terutama dalam penentuan dan penetapan jenis kegiatan
sehingga dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. K egiatan yang ditentukan bersama baru
sampai pada pelaksanaan program. Partisipasi kelompok sasaran sejak sosialisasi sampai pelaksanaan
program menggambarkan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PPK.

Proses pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PPK Fase |1 Tahun 2002.
Dalam pelaksanaan kegiatan PPK terdapat faktor pendukung yaitu tingginya partisipasi masyarakat melalui
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swadaya. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah rendahnya sumber daya manusia warga Desa
Kupu sehingga sang at berpengaruh terhadap pemahaman program, dan pemilihan kegiatan. Namun kendala
tersebut dapat diatas oleh Petugas Pendamping maupun Kepala Desa melalui pendekatan personal maupun
diskusi kelompok secara formal maupun informal. Kurangnya koordinasi antar pelaku PPK di tingkat
kecamatan dan kurangnya kerjasama antar anggota kelompok terutama setel ah pel aksanaan kegiatan

menjadi faktor penghambat yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan program.

Saran yang dapat dikemukakan dalam tesisini yaitu : Petugas Pendamping, FK dapat dikurangi luas wilayah
kerjanya dengan penambahan jumlah FK, atau FD mengikuti pelatihan-pel atihan (dalam bentuk pelatihan
berjenjang) yang mencakup pemahaman tentang PPK dalam bentuk sosialisasi termasuk pelaksanaan teknis,
proses pemberdayaan dalam pel aksanaan program serta pemantauan dan evaluasi; Pelaku PPK, pelaksanaan
kegiatan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, partisipasi pemerintah seyogyanya lebih besar dad
pada partisipasi warga masyarakat, proses sosialisasi kebijakan dapat dikurangi agar dapat menambah
pemberdayaan pelaksanaan program serta koordinasi antar pelaku program; Aparat gesa, berperan aktif
dalam pemantauan pelaksanaan program; Kelompok Sasaran, kerjasama antar anggota kelompok sasaran.



